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 BAB III

METODE DAN OBJEK PENELITIAN
A. Metode penelitian 

1. Paradigma Penelitian


Paradigma penelitian yang peneliti pakai adalah paradigma sederhana, dimana:

	ε


 

	X
	

	Y


              Sumber : Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis (2004: 36)
Dimana (X) yaitu : Pengembangan karir berpengaruh terhadap (Y), yaitu :   kepuasan kerja. Sedangkan kepuasan kerja bisa dipengaruhi faktor lain (ε), seperti lingkungan kerja dan lain-lain
2. Metode Penelitian
 
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif analisis, menurut Sugiyono (2004:11). Mengemukakan bahwa metode deskriptif analisis adalah “meneliti dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada dilapangan” 

 3. Operasional Variabel


Operasional variabel digunakan untuk mengemukakan suatu konsep teori yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pembuatan angket, variabel yang diteliti yaitu (X) dan (Y) teori tersebut di diskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1

Operasional  variabel

	Variabel/sub Variabel
	SUB

Variabel
	Indikator
	No Item

	Pengembangan Karir 
  Sondang P. Siagiaan  (M S D M) (2004:215)

kepuasan Kerja

Keieth Davis  yang dikutif Dr.A.A.Anwar Prabu Mangkunegara, Drs., MSI, Psi. dalam buku Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan Thn(2004:118)

	1. Prestasi kerja yang    memuaskan.

2. Pengenalan oleh pihak lain.

3. Kesetiaan pada organisasi.

4. Pemanfaatan mentor dan sponsor.

5. Dukungan para bawahan

6. Pemanfaatan kesempatan untuk bertumbuh.
7. Berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri.
1. Turnover
2. Absen
3.  Umur
4. Tingkat Pekerjaan
5. Ukuran Organisasi
	a. Potensi karyawan
a. Promosi karyawan
a. Masa kerja

    karyawan

a. Seminar atau

    konferensi  

a. Kesetian terhadap

    manajer

a. Program pelatihan

    (trainning) 
a. Jenjang karir yang

    terbatas
a. Karyawan yang mengundurkan diri
b. karyawan yang pindah  
c. karyawan yang masuk
a. Tingkat kehadiran
b. Tingkat keterlambatan
c. Pulang sebelum waktunya
d. Tingkat izin kerja
a. Masa kerja
a. Jabatan pekerjaan

b. Beban tugas

a. Perusahaan tempat bekerja 
	1
2
3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


4. Teknik Pengumpulan Data

             Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukanya dengan mengadakan penelitian langsung keperusahaan yang menjadi objek penelitian, dan alat pengumpulan datanya menggunakan :

· Data Primer

1. Observasi non-partisipan

Observasi non-partisipan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.

2. Wanwancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah pengumpulan data dan informasi dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman  wawancara kepada kepala bagian SDM DAN ORGANISASI

3. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyebarkan sejumlah daftar pernyatan tertulis kepada responden yang berjumlah 45 orang. Rancangan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus yaitu data dari semua populasi dijadikan responden. Adapun yang dijadikan responden yaitu  karyawan di bagian SDM DAN ORGANISI. PT. PLN (PERSERO)  Bandung.
· Data Sekunder

 Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan ini guna mendapatkan kajian-kajian dasar tentang objek penelitian atau tentang masalah yang sedang diteliti melalui buku-buku, catatan kuliah, dokumen dan lain-lain.
5. Teknik Analisis Data 

· Uji Validitas


Instrumen penelitian di uji coba dengan tujuan untuk mengetahui apakah instrumen telah memenuhi persyaratan ditinjau dari segi validitas maupun dari segi realibitasnya. Menurut (Sugiyono 1999 : 109) Mendefinisikan bahwa :

“Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diuji”.


Secara singkat dapat dikatakan bahwa validitas alat penelitian mempersoalkan apakah alat itu dapat apa yang diukur. Untuk mengukur validitas tersebut digunakan rumus :

	r = __N∑X1X2 – (∑X1)(∑X2)_
       √(∑X12-(∑X1)(NX22-(∑X2)2)


	r = _______N_____

        √ ( ∑X2)(∑Y2)


Atau :

Jika koefisien yang diperoleh dari pada koefisien ditabel nilai-nilai kritis r, yaitu pada taraf signifikan 5% atau 1% instrumen tes yang di uji coba tersebut valid. Namun, harus dicatat bahwa salah satu alat tes yang dipergunakan sebagai pembandingan bukan alat di uji cobakan, harus terlebih dahulu di uji cobakan. 
· Uji Reabilitas


Menurut (Sugiyono 2004:120) dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis, reabilitas menunjukan pengertian apakah sebuah instrumen dapat diukur secara konsisten dari waktu ke waktu, jadi kata kunci untuk syarat kualisifikasi suatu instrumen pengukur adalah konsisten, keajegan, atau tidak berubah.

Adapun rumus koefisien reabilitas Kuder Richardson adalah sebagai berikut :
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Dimana :

k 
= jumlah item dalam instrumen

M
= mean skor total

S2t
= varians total.
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· Persamaan Regresi Linier Sederhana


Persamaan ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara 2 (dua) variabel yaitu pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas kerja, adapun rumus yang digunakan dalam perhitugan ini adalah menurut (Sugiono 2002:237) dalam bukunya Metode Penelitian Administrasi, yaitu sebagai berikut :

	Y = a + b X


Dimana.

a = Harga Y bila X 0 ( Harga konstan )

Y = Subyek/nilai dalam variabel dependen yang di prediksikan

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukan peningkatan atau penurunan variabel dependen yang berdasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik dan bila b ( - ) maka terjadi penurunan

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.
· Bentuk Koefisien Korelasi (r)


Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara pengembangan karir (X) dengan   kepuasan kerja (Y), peneliiti menggunakan rumus Koefisien Korelasi Rank Spearman, Sydney Siegel (1997:253) dalam bukunya Statistik Non Parametrik untuk bidang sosial, sebagai berikut :

a. Apabila tidak ada data kembar
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b. Apabila ada data kembar
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Keterangan :

rs = koefisien korelasi rank spearman

x = Variabel bebas

y = Variabel terikat

Dimana ;
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Untuk menentukan Tx dan Ty digunakan rumus :
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Keterangan :
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= Jumlah nilai pengamatan item kuadrat
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= Jumlah nilai variabel x
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data :

1. Pemberian skor (nilai) setiap pernyataan pada setiap angket dengan menggunakan skala atau rangking 5,4,3,2,1, karena data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah yang berskala ordinal, sehingga hanya dapat membuat rangking.

2.  Nilai yang di dapat dari pernyataan yang merupakan indikator dari variabel-variabel yang akan di jumlahkan yaitu variabel x dan variabel y.

3.  Dari langkah tersebut akan diperoleh pasangan data yang diteliti apabila terdapat responden (N) maka diperoleh (X1,Y1), (X2,Y2), ........(Xn, Yn).


Adapun pernyataan-pernyataan tersebut mempunyai kriteria jawaban serta bobot nilai sebagai berikut :
Tabel 3.2
Pemberian Skor

	No
	Keterangan
	Skor Pernyataan

	1
	SS (Sangat Setuju)
	5

	2
	S (Setuju)
	4

	3
	KS (Kurang Setuju)
	3

	4
	TS (Tidak Setuju)
	2

	5
	STS (Sangat Tidak Setuju)
	1


Sumber : Sugiyono, metode Penelitian Administrasi
· Uji Hipotesis


Pengujian ini digunanakan untuk menguji apakah variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan yang berarti atau tidak. Untuk pengujian ini, jika sample yang diambil dari populasi normal bervariabel dua dan berukuran n memiliki koefisien korelasi r, dapat digunakan statistik t.

Rumus statistk t menurut Haryono subiyakto (1999: 68), yaitu:
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Keterangan:

n      = Banyaknya tahun

rs     = Koefisien korelasi

Oleh karena itu untuk menentukan apakah H0 ditolak atau diterima, maka peneliti hanya akan membandingkan dengan t hitung dengan t tabel.

Selanjutnya menentukan kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis sebagai berikut:
Jika t hitung > t tabel, maka 
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Jika t hitung < t tabel, maka 
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Sedangkan cara perhitungannya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Menyusun data sistem kompensasi dianggap X

1. Menyusun data prestasi kerja dianggap Y

2. menghitung nilai 
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3. Menghitung 
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4. menghitung nilai XY


Adapun definisi statistiknya adalah:

1. Istilah penting dalam pengaruh pengembangan karir adalah signifikan yaitu data yang mempunyai makna, artinya dalam suatu perhitungan korelasi antara skor item dengan totalnya menunjukan koefisien signifikan, artinya perhitungan mempunyai makna yang cukup penting.

2. Titik kritis dalam penelitian ini digunakan untuk pengertian batas antara signifikan yang telah dihitung.

3. Alpha  yaitu keabsahan validitas atau disebut derajat kekeliruan. 

4. Setelah pengujian hipotesis dan hasilnya signifikan, maka pedoman untuk memberikan Interprestasi koefisien Korelasi menurut Sugiyono adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
INTERPRESTASI KOEFISIEN KORELASI

	Interprestasi korelasi
	Tingkat hubungan

	0.00 – 0.199
	Hubungan yang lemah dan diabaikan

	0.20 – 0.399
	Hubungan yang lemah

	0.40 – 0.599
	Hubungan yang cukup kuat

	0.60 – 0.799
	Hubungan yang kuat

	0.80 – 1.000
	Hubungan yang sangat kuat


(Sugiyono, 2001:183) 
· Analisa Koefisien Determinasi


Untuk mengetahui seberapa besar peranan variabel bebas, yaitu pengembangan karir terhadap variabel terikat faktor-faktor kepuasan kerja, menggunakan analisa determinasi (Sugiyono 2004:120) dengan rumus :

	Kd  =  rs2  x  100%


 Keterangan :

Kd
= Koefisien Determinasi

rs
= Koefisien Korelasi 

Kriteria untuk koefisien determinasi :

1.  Jika “d” mendekati 0, berarti peranan varibel X terhadap variabel Y lemah.

2.  Jika “d” mendekati 1, berarti peranan variabel X terhadap variabel Y kuat.


Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persentase variabel (x) pengembangan karir mempengaruhi variabel (y) kepuasan kerja.
B. Sejarah Singkat PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat Dan   Banten


Sejak masa penjajahan Belanda sampai tahun 19942, di Indonesia dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan pasokan tenaga listrik milik pemerintah, daerah otonom (gemente) atau gabungan keduanya. Di Jawa Barat, khususnya Bandung, perusahaan pengelola serta penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum itu adalah Bandoengsche Electriciteit Maatschappij (BEM) yang Berdiri tahun 1905. pada tanggal 1 Januari 1920, Perusahaan Perseroan NV, Gemeenschpplijk Electriciteit Bedrijf Bandoeng en omstreken (GEBEO NV) menggantikan BEM. Penggantian ini dikukuhkan dengan akte pendirian notaris MR. Andriaan Hendrik Van Ophuysen – Nomor 213 Tanggal 31 Desember 1919. Pada masa pendudukan Jepang antar 1942-1945, pendistribusian tenaga listrik dilasanakan Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha, dengan wilayah kerja di seluruh pulau jawa.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Indonesa mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahaan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1959 Merupakan awal penguasaan pengelolaanpelistrikan di seluruh Indonesia, dengan dimulainya nasionalisasi perusahaan asing di indonesia.

Maka pada 27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh Pemerintah RI dengan dikukuhkannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1958 j.o peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda. Tahun 1961, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 67 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU – PLN) sebagai wadah pimpinan PLN. PLN Bandung pun diganti dengan nama PLN Exploitasi wadah kesatuan BPU – PLN jawa barat, di luar DKI Jaya dan Tangerang.

TAHUN 1972, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor18 tahun 1972 tentang perusahaan Umum Listrik Negara, yang menyebutkan status PLN menjadi perusahaan Umum listrik negara. Kemudian mengacu pada peraturan Mentri PUTL nomor 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang Organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN Mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja daerah. Berdasarkan pengumumman PLN Exploitasi XI nomor 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 juli 1994, akta pendirian. Selanjutnya sesuai keputusan Direksi PT PLN (Persero) nomor 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa barat.

Kemudian, melalu Surat Keputusan PT. PLN (Persero) Nomor : 120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah menjadi PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWABARAT DAN BANTEN hingga saat ini.
Profil Perusahaan Sekilas PLN

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum. Pada tahun 1927 pemeritah Belanda membetuk s’ Lands Waterkracht Bedrijven (LB) yaitu perusahaan listrik negara yang menelola PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa kotapraja dibentuk perusahaan – perusahaan Listrik kotapraja.


Dengan menyerakan pemerintahan Belanda kepada Jepang dalam perang Dunia II maka Indonesia Dikuasi Jepang, oleh karnaitu perusahaan Listrik dan gas yang ada diambil alih oleh orang – orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan Sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik dimanfaatkan oleh pemuda seta buruh Listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.


Setelah berhasil merebut perusahan Listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada buan September 1945, Delelegasi dari buruh / Pegawai listrik dan gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap Pimpinan KNI Pusat yang waktu diketahui oleh Mr. Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya Delegasi Kobarsjih bersama–sama dengan pimpinan KNPI Pusat menghadap Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan – perusahaan Listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintahan tahun 1945 No. 1 tertanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan umum dan Tenaga. 
Dengan adanya agresi belanda I dan II sebagai besar perusahaan - perusahaan listrik dikuasai kembali oleh pemerintahan Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai pegawai yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor – kantor jawatan listrik dan Gas di daerah- daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan Mosi Kobarsjih tentang Nasionalisasi Perusahaan Listerik dan Gas Swasta kepada Pemerintah. Selanjutnya kristalisasi dari semangat jiwa mosi tersebut tertuang dalam ketetapan Parlemen RI No 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia, jika waktu konsensinya habis.


Sejalan meningkatnya perjuang bangsa indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka dikeluarkan undang – undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1958 tentang nasionalisasi listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang – Undang tersebut, maka perusahaan listrik Belanda ada ditangan bangsa Indonesia.


Sejarah ketenaga listrikan di Indonesia mengenai pasang surut sejalan  dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tangal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listerik dan Gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal27 Oktober 1946 bertempat di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan keputusan Mentri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Nomor 20 tahun 1960. Namun kemudian berdasarkan keputusan Mentri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, nomor 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 peringatan hari Listrik dan Gas digabung dengan hari Kebaktiaan pekerja Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada 3 Desember , Mengingat pentingnya semangat dan nilai – nilai hari listrik, maka berdasarkan keputusan Mentri Pertambangan dan Energi, Nomor 1134.K/43/MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan pada tanggal 27 Oktober sebagai hari listrik nasional.

Sumber : Direktur Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi No : 2769/04/600.1/2002.  
C. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

1. Visi Perusahan

PT. PLN (Persero) Distibusi Jawa barat dan Banten Bandung, mengembangan suatu visi tertentu yang dirumuskan sebagai berikut :

DIAKUI SEBAGAI PERUSAHAAN KELAS DUNIA YANG BERTUMBUH KEMBANG, UNGGUL, DAN TERPERCAYA DENGAN BERTUMPU PADA POTENSI INSANI.
2. Misi Perusahaan

· Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.

· Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyrakat.

· Mengupayakan agar  tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
· Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

3. Tujuan Perusahaan 

·    Meningkatkan kemapuan berlaba (Profitability) dan nilai tambah

· Mengimplementasikan kebijakan stratejik yang mempertimbangkan                kepentingan jangka panjang demi kesehatan dan kelangsungan hidup perusahaan
· Mencari dan memanfaatkan peluang usaha secara kesinambungan dibisnis kelistrikan dan usaha lain yang terkait.
· Mengembangkan kompetensi personil

· Memperbaiki dan membangun fasilitas fisik

· Menghadirkan suatu hubungan yang baik terhadap pelanggan dengan suatu keterbukaan (Transparansi)

· Meningkatkan pendapatan dan menumbuhkan loyalitas pelanggan.

D. Kegiatan Usaha Perusahaan


PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Bandung. Merupakan sebuah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan berupa pelayanan jasa, diantaranya :

· Memberkan informasi tentang hal–hal yang berhubungan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan dan masyarakat umum.

· Melayani permintaan penyambungan baru, perubahan daya, penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan, balik nama pelanggan seta pengaduan pelanggan yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik
· Memberi pelayanan pembayaran Biaya Pembayaran (BP), Uang Jaminan Pelangan (UJL), Tagihan Susulan (TS), biaya penyambungan sementara, biaya perubahan dan biaya lain yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Bandung.
   1. Kedudukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Bandung.
· Keduidukan Perusahaan Umum Listrik Negara sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 17 Tahun 1990 adalah ketenagalistrikan yang diserahi tugas semata – mata untuk melaksanakan penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

· PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Bandung dipimpin oleh seorang Manajer. Yang bertanggung jawab kepada General Manajer

2. Tugas Pokok PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Bandung.

· Mewujudkan kinerja perusahaan dengan kualitas setaraf kelas dunia dalam usaha kelas bisnis kelistrikan.

· Berfokus pada peningkatan kualitas proses secara terus menerus memperoleh hasil yang maksimal.

· Membangun lingkungan kerja yang memungkinkan anggota perusahaan mentrasformasikan potensi mereka menjadi kinerja perusahaan yang dihargai tinggi.

· Menghindari dari kerugian pencurian tenagalistrik oleh konsumen (Losses).

· Meningkatkan pendapatan perusahaan
3.  Fungsi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Bandung.

· Memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat sebagai konsumen listrik.
· Menjaga pasokan listrik dari gangguan secara teknis.

· Membangun dan mengoperasikan fasilitas kelistrikan yang akrab lingkungan alam dan lingkungan sosial.

·  Menjaga dan memelihara semua fasilitas kelistrikan sehingga tidak mencemari lingkungan.
F. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) dan Bagian SDM dan Organisasi
1.  Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Bandung
Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Banten Nomor : 101 . K / 021 / GM . DJBB / 2004 Tentang Susunan Organisasi Jenjang Pertama Lapisan Ketiga, Keempat, dan Pejabat Fungsional pada Kantor Distribusi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Menimbang
· Bahwa sesuai Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi yang diatur dalam keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 010. K/010/DIR/2003 tanggal 16 Januari dan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang di atur dalam keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 014.K/010/DIR/2003 tanggal 16 Januari 2003 serta Daftar Sebuah Jabatan di Lingkungan PT. PLN (Persero) Nomor 196.K/010/DIR/2003, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi Jenjang pertama Lapis Ketiga, Keempat dan Pejabat Fungsional pada Kantor Distribusi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

· Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada a di atas, perlu adanya penetapan tentang Susunan Organisasi Jenjang Pertama Lapisan Ketiga, Keempat dan Pejabat Fungsional pada Kantor Distribusi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

·  Bahwa penepatan tersebut pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
Mengingat
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994

2. Anggaran Dasar PT. PLN (Persero)

3. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/19994.

4. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 010.K/010/DIR/2003.

5. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 014.K/010/DIR/2003.

6. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 196.K/010/DIR/2003.

7. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 197.K/010/DIR/2003.

8. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 198.K/010/DIR/2003
9. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 1339.K/440/DIR/2003.
10. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 293.K/010/DIR/2003.
Menetapkan
 Pertama :  Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tentang Susunan Oraganisasi Jenjang Pertama Lapisan Ketiga, Keempat pada Pejabat Fungsional pada Kantor Distribusi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. 
Kedua      :
Susunan Oraganisasi Jenjang Pertama Lapisan Ketiga, Keempat dan Pejabat Fungsional pada Kantor Distribusi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebaggaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
Ketiga
:
Uraiyan Fungsi Bidang – Bidang dan Audit Internal pada Kantor Distribusi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

Keempat
:
Seluruh Bidang dan Audit Intenal merupakan keputusan suatu kesatuan  sinergi dalam koordinasi General Manager Untuk memfasiltasi akuntabilitas, sistem pengukiran dan apresiasi kinerja unit – unit di lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten secara propesional untuk Memaksimalkan Kinerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Kelima
:
Dengan ditetapkannya Keputusan General Manager ini, maka Keputusan General Manager Nomor 035.K/021/GM.DJBB/2004 Tanggal 29 Maret 2004 dan 053.K/021/GM.DJBB/2004 tanggal 07 Juni 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keenam
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. 
Selanjutnya Uraian Fungsi Bidang –Bidang Internal pada kantor PT PLN (persero)  Distribusi Jawa Barat Banten
Bidang Perencanaan

·   Menyusun Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL), rencana  Jangka Panjang Perusahaan (RJP), dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
· Menyusun rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan
· Menyusun sistem manajemen kinerja unit – unit kerja
· Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian finansialnya
· Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan menyandang dana, baik secara bilateral maupun multilateral
·  Menyusun rencana pengembangan sistem teknologi informasi
·  Menyusun rencana pengembangan aplikasi sistem informasi
· Mengendalikan aplikasi – aplikasi teknologi informasi

· Menyiapkan SOP pengelolaan aplikasi sistem informasi

· Menyusun laporan Manajemen
· Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta penepatan pengaturannya    
Bidang Niaga

· Menyusun ketentuan dan strategi pemasaran

· Menyusun rencana penjualan energi dan rencana pendapatan
· Mengevaluasi harga jual listrik
· Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik

· Menyusun strategi dan pengembangan pelayanan pelanggan

· Menyusun setandart dan produk pelayanan

· Menyusun ketentuan data induk pelanggan (DIL) dan data induk saldo (DIS) serta kontrak jual beli tenaga listrik

·    Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan menyusun rencanaan penyempurnaannya
· Mengkordinasikan pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu, antara lain TNI / POLRI dan intansi vertikal

· Melakukan pengendalian DIS dan opname saldo piutang

· Menyusun konsep kebijakan sistem iformasi pelayanan pelanggan

· Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksanaan
· Menyusuan rencana pengembangan usaha baru serta penganturannya

· Menyusun laporan manajemen dibidangnya

Bidang Distribusi

· Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan distribusi dan pembina penerapan nya
· Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi dan   mem bina penerapan nya

· Menyusun SOP untuk peneraan danpengujiaan peralatan distribusi, serta SOP untuk opersai dan pemeliharaan jaringan distribusi
· Menyusun desain standart konstruksi jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta memberikan penerapannya

· Mengevaluasi susut energi listrik dan gangguaan sarana distribusian tenaga listrik saran perbaikannya

· Menyusun metode kegiatan kontruksi dan administasi pekerjaan serta membina penerapannya

· Menyusun kebijakan manajemen jaringan distribusi dan kebijakan manajemen perbekalan distribusi serta membina penerapannya

· Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi oprasi jaringan distribusi
· Menyusun regulasi untuk penyempurnaan data induk jaringan (DIJ)

· Memantau dan mengvaluasi data induk jaringan
Bidang Keuangan

· Mengendalikan aliran kas pendapatan dan membuat laporan rekonsilasi keuangans
· Mengendalikan anggaran investasi dan operasi serta aliran kas pembiayaan

· Melakuan analisis dan evaluasi laporan keuangan unit – unit serta menyusun laporan keuangan konsolidasi
· Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan menghapus asset

· Melakukan pengelolaan keuangan

· Menyusun laporan manajemen di bidangnya
Bidang SDM dan Organisasi

· Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan mengelola pelaksanaannya

· Menyusun kebijakan manajemen sumber daya manusia dan mengelola pelaksanaannya

· Menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan mengelola pelaksanaannya

· Mengkaji usulan pengembangan organisasi pengembangan sumberdaya manusia
· Menyusun laporan di bidangnya

Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi

· Menyusun kebijakan dan mengelola komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan baik internal maupun eksternal

· Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, sistem pengamanan dan manajemen kantor
· Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan komunity development
· Menyusun kebijakan administrasi

· Menyusun dan mengkaji produk – produk hukum dan peraturan – peraturan perusahaan

· Memberikan advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan 

· Mmenyusun standart fasilitas kantor

· Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja

· Mengelola kesekertariatan dan rumah tangga kantor induk

· Menyusun laporan manajemen di bidangnya 
Audit Internal

· Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan, sesuai progaram kerja perusahaan
· Melaksanakan audit internal, meliputi keuangan, teknik, manajemen dan sumber daya manusia

· Memberikan masukan dan rekomendasi yang menyangkut proses manajemen dan operasional

· Memonitor tindak lanjut temuan audit internal

· Menyusun laporan manajemen di bidangnya
2.   Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Bagian SDM dan Organisasi
Manager Organisasi & SDM

Kewenangan

· Merekomendasikan pola pengembangan organisasi

· Merekomendasikan pola pengembangan karir

· Merekomendasikan pola pengembangan SDM

· Melaksanakan administrasi SDM dan kesejahtraan

· Melaksanakan pengadaan SDM

Ikhtisar Jabatan

Bertanggung jawab atas tersedianya SDM yang berkualitas serta kompoten dalam bidang tugasnya rekruitmen, penepatan, pembinaan dan pengembangan SDM secara konperensif dan terencana serta pengembangan organisasi sesuai kebutuhan dan menjamin terselenggaranya analisis jabatan dan evaluasi jabatan, administrasi remunerasi dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Deputy Manager Administrasi Sumber Daya Manusia
Kewenangan

· Mengelola administrasi pengajian dan emolumen pegawai.

· Mengelola administrasi perpajakan.

· Mengelola administrasi kesejahtraan kesehatan pegawai dan pengsiunan serta pengendalian biayanya.

· Mengelola data pegawai yang up to date dan menyajikan informasi SDM yang akurat.
· Membuat laporan keuwangan SDM

· Melaksanakan KKB, menjalin hubungan keraj dengan Serikat Pekerja.
· Pencetakan Keputusan yang berkaitan dengan Mutasi pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai.

· Mendistribusika hasil kinerja SDM.

· Melaksanakan pembinaan K3 dan administrasinya.
Ikhtisar Jabatan

Bertanggung jawab atas terlaksananya pengolaan penghasilan dan emolumen. Kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiunan, dan sistem pengolaan data pegawai yang up to date dan penyajian informasi SDM yang akurat serta pembinaan K3.
Supervesor Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
Kewenangan

· Melaksanakan pengelolaan gaji, emolumen (kantor UBD).

· Melaksanakan pengelolaan kesehatan pegawai dan pensiun serta mengendalikan biayanya (kantor UBD).

· Melaksanakan administrasi perpajakan/PPH 21 (kantor UBD)
· Melaksanakan pengelolaan pakaian dinas.

· Melaksanakan tunjangan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja (kantor UGD).

Ikhtisar Jabatan

Bertanggung jawab atas pengolaan peng hasilan dan emolumen pegawai serta pengolaan kesehatan pegawai dan pensiunan

Supervisor Kesehatan & Keselamatan Kerja K3

Kewenangan

· Menyiapkan system dan prosedur pelaksanaan K3.

· Evaluasi pelaksanaan K3 pada unit – unut pelaksanaan.

· Menyiapkan kelengkapan administrasi kelengkapan keraja (kantor UBD).

· Mengkoordinir pihak – pihak terkait untuk kepentingan pengelolaan K3.
· Menyusun kebutuhan perlengkapan dan peralatan K3.
· Membuat laporan berkaitan dengan K3.
Ikhtisar Jabatan

Bertanggung jawab atas pelaksanaan K3.
Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (Kepakaran)

Kewenangan
· Menyiapkan data – data informasi SDM. Sesuai keperluaan manajemen.

· Menyampaikan informasi SDM sesuai keperluan manajemen

· Mengembangkan metode penyampaian informasi SDM.

· Mengembangkan informasi SDM berkaitan dengan pengembangan SDM.

· Mengembangkan system terpadu di bidang SDM.

· Mengelola data base SDM.

Ikhtisar Jabatan

Bertanggung jawab atas penyajian informasi sumberdaya manusia sesuai  keperluan manajemen.

Deputy Manager Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kewenangan

· Merekomedasikan rencana diklat untuk masing – masing jenjang jabatan (diklat berjenjang).

· Merekomendasikan program pelaksanaan DIKLAT serta mengepaluasi hasil pelaksanaannya. (untuk SDM kewenangan UBD).

· Merekomendasikan program pembekalan SDM yang akan memasuki masa purna tugas.

· Merekomendasikan kebutuhan diklat sesuai dengan kebutuhan diklat sesui  kebutuhan organisasi baru melalui Training Need Analysis (TNA)

· Merekomendasikan peta SDM berdasarkan kompentensinya melalui Assessment Centre atau psikodata.
· Merekomendasikan perencanaan alih tugas pegawai baik untuk keperluan rotasi, promosi maupun demosi yang mengacu pada kompentensi (untuk SDM kewenangan UBD).

· Merekomendasikan rencana pengembangan karir pegawai melalui pola karir yang baku.

· Menyusun biaya anggaran pegawai.
Ikhtisar Jabatan.
Bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan sumber daya manusia yang ber kualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas.
Perencanaan Diklat (Kepakaran)

Kewenangan

· Menyusun keperluan training bagi sumber daya manusia yang menjadi kewenangan General Manager.

· Mengkoordinasi pelaksanaan training (untuk SDM yang menjadi kewenangan General Manager).

· Menyusun jadwal pelaksanaan traning untuk SDM yang menjadi kewenangan General Manager.

· Mengevaluasi training yang sudah dilaksanakan dan menyiapkan tindakan follow-up nya.

· Menyusun anggaran training untuk SDM kewenangan General Manager dan bersama unit penyusun anggaran training untuk SDM kewenangan Unit.
Ikhtisar Jabatan 

Bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan kualitas SDM yang mengacu pada tungtutan organisasi maupun kompentensi, melalui system training yang terstruktur, maupun capacity culding.

Pengembangan Karir (Kepakaran)
Kewenangan

· Merekomendasikan potensi pegawai berdasarkan kompentensi yang disyaratkan organisasi
· Merencanakan dan melaksanakan program mutasi, promosi dan rotasi sesui kewenangan yang mengacu pada kompentensi.

· Menyusun optimalisasi SDM sesuai kompentensinya masing–masing (sesui kewenangan).

· Menyusun rencana pengembangan SDM.

· Menyiapkan juklak keputusan PLN Pusat yang berkaitan dengan SDM.

· Menyiapkan sistem dan persedur kerja.

· Menyusun anggaran biaya pegawai.

Ikhtisar Jabatan

Bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan konpentensi melalui system karir yang jelas.

Manager Sumber Daya Manusia (Kepakaran)

Kewenangan

· Menyiapkan perrencanaan tenaga kerja (man power planning)

· Menyiapkan perekrutan dan out sourcing SDM.
· Menyiapkan sistem pengembangan karir (carier path)

· Menyiapkan sistem pengembangan dan pemberdayaan SDM.

· Menyiapkan sistem rencanasuksesi jabatan.

· Merekomendasikan sistem training berjenjang.

· Merekomendasikan pola pengembangan organisasi.

· Merekomdasikan serta mengepaluasi formasi jabatan dan formasi tenaga kerja.

· Merekomendasikan peringkat unit.

· Merekomendasikan analisa dan evaluasi jabatan.

· Menyiapkan peraturan–peraturan system reward, kompensasi dan renumerasi.

· Menyiapkan peraturan–peraturan bidang SDM dan pembentukan Tim.
Iktisar Jabatan

Bertanggung jawab atas pengembangan system sumberdaya manusia (Humas Resource System). 
G. Keadaan Karyawan dan Fasilitas Kerja pada Bagian SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 

Keadaan Karyawan

Berbicara mengenai organisasi beserta aktivitas yang ada di dalamnya maka unsur yang sangat dominant adalah adalah manusia, unsure inilah yang sangat berpengaruh terhadap kemunduran dan kelangsungan suatu organisasi. Volume pekerjaan yang harus dilakukan organisasi itu harus diimbangi dengan pegawai itu sendiri, sehingga beban kerja yang ada dapat diatasi secara efektif.

Jumlah pegawai pada bagian SDM dan organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi yang peneliti lakukan adalah sebanyak 45 orang, dari jumlah pegawai tersebut tentunya memiliki keterampilan, disiplin dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut ini peneliti akan menguraikan keadaan pegawai pada bagian SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan. Status kepegawaian jabatan serta masa kerja yang akan peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 3.4
Keadaan Karyawan Bagian SDM dan Organisasi

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Berdasarkan jenis kelamin

	NO
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	1
	Laki-laki
	28 oarng

	2
	Perempuan
	17 orang

	          Jumlah
	45 Orang


 Sumber: Bagian SDM dan Organisasi
Berdasarkan tabel diatas jelaslah terlihat bahwa jumlah pegawai pada bagian SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Bnaten bila dilihat dari jenis kelamin sebagian besar adalah laki-laki.
Selanjutnya peneliti akan menggambarkan keadaan pegawai pada bagian SDM dan Organisasi berdasarkan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Keadaan Pegawai SDM dan Organisasi

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Berdasarkan tingkat pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah

	1
	Sarjana (S1)
	9 orang

	2
	D3
	16 orang

	3
	SLTA/SMA
	20 orang

	Jumlah
	45 Orang


 Sumber: Bagian SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Ditribusi dan Banten
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keadaan karyawan pada bagian SDM dan Organisasi menunjukkan tingkat pendidikan yang kurang memadai, hal ini dapat dilihat dengan sebagian besar pegawai pada bagian ini adalah tamatan D3 dan SLTA/SMA, walaupun ada beberapa orang dari mereka yang tamatan S1.
Selanjutnya peneliti juga akan menggambarkan keadaan pegawai berdasarkan kepada status kepegawaiannya, seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel 3.6
Keadaan Karyawan Bagian SDM dan Organisasi

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Berdasarkan Status Kepegawaiannya

	No
	Status Pegawai
	Jumlah

	1
	Tetap
	45 Orang

	2
	Tidak Tetap
	-

	Jumlah
	45 Orang


Sumber: Bagian SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten
Setelah mengetahui keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan keadaan pegawai berdasarkan status kepegawaiannya, disini peneliti akan menggambarkan keadaan pegawai berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh Kepala Bagian dan bawahannya, hal ini sesuai dengan Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten No. 035.K/021/GM.DJBB/2004 tentang susunan organisasi jenjang pertama lapis ketiga, keempat dan pejabat fungsional pada kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.7
Keadaan Pegawai Bagian SDM dan Organisasi

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Berdasarkan Jabatan

	No
	Jabatan
	Jumlah

	1
	Manajer
	1 Orang 

	2
	Deputy Manajer
	2 Orang

	3
	Supervisor
	3 Orang

	4
	Ahli Madya
	6 Orang

	5
	Ahli Madya
	8 Orang

	6
	Juru Utama
	7 Orang

	7
	Staff Tata Laksana SDM
	6 Orang

	8
	Staff Kesejahteraan SDM
	6 Orang

	9
	Staff Pelaksana K3 
	6 Orang

	Jumlah
	45 Orang


 Sumber: Bagian SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten
Bila memperhatikan tabel 3.7 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan pegawai bila dilihat berdasrkan jabatannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan dari pegawai itu sendiri dan masa kerja pegawai yang bersangkutan. Dengan pengalaman kerja yang telah lama maka seorang pegawai akan lebih menguasai dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari yang semua itu disebabkan oleh pengalaman bekerjanya yang cukup lama.
Selanjutnya peneliti akan menggambarkan keadaan pegawai berdasarkan kepada masa kerja dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 di halaman berikut ini :
Tabel 3.8
Keadan Karyawan Bagian SDM dan Organisasi

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan banten

Berdasarkan Masa kerja

	No
	Masa Kerja
	Jumlah

	1
	1-10 tahun
	8 orang

	2
	11-20 tahun
	12 orang

	3
	21-30 tahun
	25 orang

	Jumlah
	45 orang


Sumber: Bagian SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masa kerja karyawan PT. PLN ( Persero ) relatif cukup lama yaitu lebih dari 15 tahun.

I.  Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja merupakan alat penunjang kerja yang sangat penting dalam usaha memperlancar kegiatan suatu perusahaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi dalam menjalankan kegiatannya disamping orang-orang yang melaksanakan program kerja organisasi tersebut juga membutuhkan fasilitas kerja untuk merealisasikan kegiatan tersebut, karena tanpa didukun oleh fasilitas kerja maka semua kegiatan organisasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan juga tidak akan mendatangkan hasil yang diinginkan.

Begitu juga bahwa halnya Bagian SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak terlepas dari yang namanya fasilitas kerja yang mendukung lancar atau tidaknya suatu pekerjaan.

Berdasarkan uaraian diatas maka peneliti akan menggambarkan fasilitas-fasilitas, perlengkapan maupun peralatan yang dimiliki oleh Bagian SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.9 di halaman berikut :
Tabel 3.9
Perlengkapan dan Peralatan Karyawan Bagian SDM dan Organisasi     PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

	No
	Nama Barang
	Jumlah
	Keterangan

	1
	Masa Kerja
	45 buah
	Baik

	2
	Kursi Kerja
	45 buah
	Baik

	3
	Kursi Tamu
	6 buah
	Baik

	4
	Mesin Tik Manual
	5 buah
	Baik

	5
	Komputer
	26 buah
	Baik

	6
	Slide Proyektor
	3 buah
	Baik

	7
	Printer
	15 buah
	Baik

	8
	Telepon
	20 buah
	Baik

	9
	Mesin Fax
	4 buah
	Baik

	10
	Lemari Arsip
	15 buah
	Baik

	11
	Mesin Absen
	3 buah
	Baik

	12
	Box Surat
	3 buah
	Baik

	13
	AC
	9 buah
	Baik

	14
	TV
	2 buah
	Baik

	15
	White Board
	2 buah
	Baik

	16
	Jam Dinding
	6 buah
	Baik


 Sumber: Bagian SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten
Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perlengkapan peralatan kantor pada PT PLN (Persero) dalam keadaan baik.
H. Gambaran Umum Peleksanaan Pengembangan karir Karyawan  pada bagian SDM dan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten
Pengembangan karir merupakan keseluruhan rangkaian hubungan, baik yang bersifat formal antara atasan dengan bawahan, atasan dengan atasan, serta bawahan dengan bawahan yang lainnya yang harus dibina dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tercipta suatu teamwork dan suasana kerja harmonis dalam rangka pencapaian suatu tujuan perusahaan.

Pengembangan karir yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan kepada penilaian prestasi kerjanya yang dinilai secara berjenjang yaitu dari pegawai staf dinilai oleh pegawai juru utama, selanjutnya juru utama dan pegawai staf dilakukan ahli madya. Sedangkan pegawai ahli madya dinilai supervisor untuk supervisor penilaiannya dinilai oleh deputy manajer dan dilaksanakan satu tahun sekali. 
 Karyawan yang dinilai prestasi kerjanya baik ada kemungkinan yang mendapatkan promosi jabatan – promosi jabatan tersebut disesuaikan dengan formasi yang ada. Saat ini karyawan pada bagian SDM masa kerjanya mayoritas lebih dari 15 tahun dalam penempatan pegawai diupayakan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan karyawan serta mempertimbangkan juga faktor kemampuannya. 
Untuk menunjang lancaranya pekerjaan karyawan, manajer mengusahakan agar lengkapnya fasilitas kerja yaitu berupa peralatan dan perlengkapan kantor. Dalam hal ini fasilitas yang terdapat pada bagian SDM dan Organisasi ini boleh   dikatakan lengkap, dan mendukung jalannya pekerjaan karyawan. Karyawan selaku bawahan tidak semuanya bisa langsung mengutarakan pendapatnya. Maka pihak pimpinan menyediakan kotak saran agar karyawan bisa bebas mengutarakan pendapat atau masalahnya. Pimpinan menyadari bahwa pekerjaan yang sifatnya monoton akan membuat karyawan merasa bosan atau jenuh karena pekerjaan tersebut tidak lagi menarik dan penuh tantangan. Sehingga pimpinan melakukan mutasi dan mutasi karyawan sesuai dengan kebutuhan atau setelah 5 tahun. Tetapi juga melihat formasi yang ada
 Untuk meningkatkan  kepuasan kerja karyawan perusahaan meningkatkan kondisi kerja karyawan seperti AC, persediaan air minum, sarana ibadah, toilet yang nyaman dan lain – lain. Apabila ada semuah, atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, perusahaan biasanya mengirim beberapa karyawannya sesuai dengan anggaran perusahaan.
Kebutuhan rekreasi diadakan dalam kurun waktu 1 tahun atau hari libur panjang oleh perusahaan untuk penyegaran supaya tidak menimbulkan stres, kejenuhan dalam bekerja. Tujan perusahaan mengadakan rekreasi untuk menjalin silaturahmi karyawan dengan karyawan agar lebih dekat, atau berlibur panjang dengan kerabat atau keluarganya.  
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